
a bahw a produk Ierrncntasi dnn/ a tau dcstila si se bagai salah 

satu surnber dava lckal yang per-Ju clilindungi, d ipe rh rra , 

drkernbangkan dan d im anfaatkan untuk mendukung upay .1 

pe ncegahan clan penanggulangan penyakit; 

b. bahwa di Kabupaten Banyumas banyak dijumpai produk 

fermentasi dan/atau destilasi yang dapat dimanraatkan 

untuk kepentingan kesehatan sebagai bahan altcrn.itrf 

pencegahan dan penanggulangan penyakit; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Unclang 

Undang Nomor 4 Tahun 1984 tcrn ang \Vabah I'l'tl) 1".il 

Menular , dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daernh Ka up ll .. n 

Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 te m.arig Pcncegah.m d a n 
Penanggulangan Penyakit di Kabu patcn Ba nyu m a s, Bup.n i 

mempunya1 kewe nangan wajib sege,·a melakukan tindnk c, u1- 

nndakan penyakit menular. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mt•nctapkan 

BUPATI BAN'\ Ul\lAS, 

DE G N RAH~t T TUHAN '\ ANG l\lAHA ESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 15 TAHUN 2020 

BUPATI BANYUl\1AS 

PROVrnSI JA\VA TENGAH 

1\1en1mbang 

PENGGUNA \N PRODUK FERl\lENTASI 01\N/ AT1\U DESTILASI 

SEBAGAI ALTERNATIF B \HAN UNTUK PENCEGJ\I IAN DAN 

PENANGGULANG \ PEN'\ \l,IT DI l"\BUP,\TEN BANYUMAS 
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144, Tambahan Lem~•Jll'JJIIII.NNIJlll••II 
5063); 

1 Paeal 18 a at (6) Undan1 nd 
lndoneeia Tahun 194 

2 Undana Undang Nomor 1 
Pembentukan Daerah D r 
Provine• Jawa Tenph 

3 Undan1 Undang Nomor 8 Tah n 
Pidana (Lembaran Negara Repub 
Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahu 
Penyakit Menular (Lembaran ..,_ .. 'R:eD11lllik ••-• 
Tahun 1984 Nomor 20 Tiambal'11811 
Republik Indonesia Nomor 273 

Peraturan Bupad 
du/ atau De•tllul 
Penceaahu du P 
Banyuma• 



TE?ft'ANG 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 T hun 
2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pcny I c I 

Provinsi Jawa Tengah [Lcrnbaran Dacrah Provin 
Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 57); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 ah n 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka J h 
Kabupaten Banyumas (Lembaran Dacrah Kabupat n 
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri DJ sebagaimana tel h 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ka n 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentuk n 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ba 
{Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 20 9 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabup n 
Banyumas Nomor 21). 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tah 
2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyaki I 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupa e 
Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Le 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 lt: nt II 

Penanggulangan Penyaktl Menular (Bento Negara f~< p I bl k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 



2020 tentang Pencegahan 
Kabupaten Banyumas 
Banyumas Tahun 2020 

8. Peraturan Menteri Keeehatan Nomor 82 Tahun 2014 n g 
Penanuulan1an Penyakit Menular (B rata Ne1ara R p bl k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755), 

9. Peraturan Daerah Provinei Jawa Tenaah Nomor 11 T un 
2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peny 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provan 
Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tamb han Lembar n 
Provins1 Jawa Tengah Nomor 57), 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 n 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk h 
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kab 
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri 0) sebagaiman h 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20 9 
tentang Perubahan atas 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemben""•raft 
Susunan Perangkat Daerah Ka.bupaten B:afl'llill1W4111111 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tah 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Oaerah 



pembantu Bupati dan Dewan Perwakil n 
,••• Dell'lb Cllllalll Plftl'81ft1111Alrun uruaan pemenntahan yang menjad! 

memilllpm pelaksanaan urusan pemer n n .. ._ll lCIIMtMft&IID daerah otonom 

dllMkeud denpn 

Bup ti 



Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 

a. memanfaatkan produk fermentasi dan/ atau destil 1 olahan maa,, ... 1av1d 

sebagat sumber daya ekonomi untuk Pencegahan dan Penaioacub•LO 

Penyakit; 
b. metakukan penguatan 

dan/atau destilasi; 
c mengembangkan pctensr 

fermenta:at dan/ atau destilasi olah 
kuebatan non konsumsi sebagai su 

Pasal3 

Paaal2 

ata• basil pem ntauan yana akurat ol h ln1tan1i y n b rw n n 
m mpertimban kan kondi1i nyata/dampak yang t rj di dim y 

Peraturan Bupat1 int d1maksudkan 1ebaga1 pedoman dal m 

a melaksanakan perlindungan, pemehharaan, pemanf t n produk fi r 
dan/atau destdasi olahan masyarakat untuk kepentm n ke h 
sumber daya ekonomi; dan 

b melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhad p pro 
d1str1busi produk fermentasi dan/ atau destilasl olahan masyarak 
alternauf bahan untuk pencegahan dan penanggulan an penyakit 



Pasal6 

b. tuak; 
c. arak; dan/ atau 
d. bahan atau produk lainnya yang mengandung ethil alkohol/ etanol 

Prociuk fermentas1 dan/atau destilasi olahan masyarakat y nu 
a ciu; 

Pasal5 

BAB 11 
PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMANFAATAN PRODU 

FERMENTASI DAN/ ATAU DESTII.A 

(1) Perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaimana dJ11H11A•wu 

dalam pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah eesuar kewenan 
(2) Perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaunana dun-•t1o1u 

pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui : 
a. penguatan dan pemberdayaan Perajin produk fermentaa1 d 

destilasi; 
b. pengembangan proses produksi produk fermentasi dan/ atau de.wa..•,. 
c. pengembangan pemanfaatan produk fermen I dan/ 

sebagai alternatif bahan untuk pencegahan dan .. ,PemlD&pllal!P• 
penyakit, 





lll!l'SIM••ab.rena dunaksud dalam pasal 9 a (l} melipu 
lllriii,l•:t;lef)an;gan 4,erkaitan dengan Pl-R s 

prod.we dermentas1 dan 

-~-- altematif pencegahan d 

Paul 10 

(1 melipu 
DJUk 



(1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bu 

~bd>&ltkan pada: 
dapatan dan Belama ~ 
-.an1mnyang:NJ11•il_. ... ~~liJl:e~ 

Pasal 13 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

(1) Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan k I 

administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada a) at ( 1) berupa · 
a. teguran lisan dan/ a tau tertulis; 
b. penghentian sernentara proses produksi, maupun penjualan pro k 

fermentasi clan/ atau destilasi; dan/ atau 
c. Penyegelan tempat produksi 

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan se ai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 12 

BAB VI 

SANKSI ADMINISTRA TIF 

a. memberikan laporan kepada instansi yang berwcnang dalam hal terj di 
penyalahgunaan penggunaan produk Ierrnentaai dan/ a tau deatil 

b. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai h 
bidang pengawasan baik secara lisan maupun tertulis. 
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Dit cta pkan d, Purwokerto 

pada tanggal Q 2 APR 2020 

Ag.u: set i.rp l)rang rue ngetu h u inva , rne merm tn hknn pengundangan P, r.Jt•1r..iri 

Bu pa u 1111 dengc1n pcriernpat annya dulnrn Br-rrt a Dacrah Kab upnte n Bnnvuma 

Pe rat u rn n Bupnt i int mu lni burtn k n patl:i tang~nl diu11rl1111gk·111 

l'.,s.il I 'I 

Bt\R VIII 

KE1TNTU.\N PENUTUI' 


